PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/6/PBI1/2007
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA

Menimbang: a.

BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mendorong petgeraektor riil,
diperlukan peran yang lebih besar dari perbankalalme
pembiayaan kepada dunia usaha,;

bahwa dalam melaksanakan pembiayaan dimaksud, bank
harus tetap mengelola risiko kredit dan meminimalka
potensi kerugian yaitu dengan menjaga kualitas/akdian
membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memada
bahwa penilaian kualitas aktiva bank dalam rangka
mendorong pergerakan sektor riil perlu dilakukamghn
mempertimbangkan sistem pengendalian risiko untuk
risiko kredit, pemenuhan rasio kewajiban penyediaan
modal minimum, dan peringkat komposit tingkat
kesehatan bank;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

padahuruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukgerubahan

terhada ...



Mengingat:

1.
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terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian

Kualitas Aktiva Bank Umum:;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 189#ang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadkom
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubahateng
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bankdsido
Nomor 8/2/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Inctme
Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4598);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERWBIAN
KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BANK UMUM.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesim@oN 7/2/PBI/2005

tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (LenamarNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaragande Republik

Indonesia Nomor 4471) sebagaimana telah diudahgan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 (Lembaran Negara Ri@pubdonesia Tahun

2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republianesia Nomor 4598)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga PadaérBunyi sebagai

berikut:
Pasal 6

(1) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aktiva Ptibdebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat Wf2ylaku pula
terhadap Aktiva Produktif yang diberikan oleh leddri 1 (satu) Bank
yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitun atésatu) proyek
yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bestakk:

a. Aktiva ...
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Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bankigan jumlah
lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar ahpikepada
1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama;

Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bankigan jumlah
lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupigdampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupksmpada 1
(satu) debitur, yang merupakan 50 (lima puluh) delterbesar
Bank tersebut; dan/atau

Aktiva Produktif yang diberikan berdasarkan peiigmj
pembiayaan bersama kepada 1 (satu) debitur atsatd) proyek

yang sama.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualithed&p Aktiva

(4)

(5)

Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danh (&), kualitas

yang ditetapkan oleh setiap Bank terhadap Aktivad&ktif tersebut

mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling dah.

Tidak termasuk dalam pengertian kualitas Aktiva dekiif yang

paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat &é&rad

a.

b.

kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan dengannggunakan
faktor penilaian tambahan berupa risiko negam@uritry risk)
Republik Indonesia; dan/atau

kualitas Aktiva Produktif yang telah dihapus tagih.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dhlpatualikan

dalam hal Aktiva Produktif ditetapkan berdasarkaktdr penilaian

yang berbeda.

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (sadsalyakni Pasal 6A

sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A...
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(2)

3)
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Pasal 6A

Bank dapat tidak menetapkakualitas yang sama untuk Aktiva

Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debiturngyasama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Basalt (1), ayat

(2), dan ayat (3) sepanjang debitur memenuhi peatya paling

kurang sebagai berikut:

a. debitur memiliki beberapa proyek yang berbeda; dan

b. terdapat pemisahan yang tegas antara arusckds flow) dari
masing-masing proyek.

Bank yang tidak menetapkan kualitas yang sama umtidkva

Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitubag@aimana

dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. menginformasikan kepada Bank Indonesia daftar yaegwuat
nama debitur beserta rincian masing-masing debyang
meliputi proyek yang dibiayai, plafon dan baki deldktiva
Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh Bank, kaal yang
ditetapkan oleh Bank lain, dan alasan penetapalitdsigyang
berbeda; dan

b. mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan ppaat
kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila berdasarkan hasil pengawasan Bank Indgnesketahui

bahwa penilaian yang dilakukan Bank tidak mememsrsyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaiag digunakan

adalah penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penjelasa ...
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3. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) diubah sebagaimanantenc dalam
Penjelasan, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ajjas€hingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aktivaodvktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling kuramngp s& (tiga)
bulan yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Junep&mber, dan
Desember.

(2) Bank wajib menyampaikan informasi dan penjelasasarsetertulis
kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbega&metapan
kualitas Aktiva Produktif yang disebabkan oleh éaksebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a.

(3) Informasi dan penjelasan secara tertulis sebagairdanaksud pada
ayat (2) dan informasi sebagaimana dimaksud daksalA ayat (2)
disampaikan paling lambat tanggal 13 (tiga belasfelah posisi
kewajiban penyesuaian penilaian sebagaimana dirdgiasia ayat (1).

(4) Informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud Eadda (3)
disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, J. MH. Tham¥a. 2,
Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat ldiyatn kerja
kantor pusat Bank Indonesia;

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yangaredk pusat

di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

4. Pasal 8 dihapus.

5. Ketentuan..
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5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagéut:
Pasal 20

(1) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan atau disnoleh bank lain
ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk Surat Berharga yang memiliki peringkat daauaaktif
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapk
berdasarkan kualitas yang terendah antara:

1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas tSura
Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau

2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas rApatan
pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

b. untuk Surat Berharga yang berdasarkan karaktematikiidak
aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia daiak
memiliki peringkat, ditetapkan berdasarkan ketemtkaalitas
Penempatan pada bank penerbit atau bank pembess@eméen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

(2) Dalam hal Surat Berharga yang diterbitkan oleh blank berbentuk

Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin deragat tertentu

yang mendasari maka Bank tetap harus memenuhi tkaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

6. Pasal 23 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambah 1 (satu)beya yakni ayat (2),

sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24..
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Pasal 24

(1) Kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut:

a.

Lancar, apabila:

1)

2)

bank yang menerima Penempatan memiliki rasio k&aaji
penyediaan modal minimum (KPMM) paling kurang sama
dengan ketentuan yang berlaku; dan

tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok danbataga.

Kurang Lancar, apabila:

1)

2)

bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM
paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; d
terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga

sampai dengan 5 (lima) hari kerja.

Macet, apabila:

1)

2)

3)

4)

bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM
kurang dari ketentuan yang berlaku;

bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan
diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawas
khusus ¢pecial surveillance) atau bank telah dikenakan
sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;

bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebaghi ba
dalam likuidasi; dan atau

terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bebia

dari 5 (lima) hari kerja.

(2) Kualitas Penempatan berupa Kredit kepada Bank &ditkn Rakyat

dalam rangkalLinkage Program dengan polaexecuting ditetapkan

sebagai berikut:

a. Lanca ...



a. Lancar, apabila:

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM
paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; d

2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok danbataga.

b. Kurang Lancar, apabila:

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM
paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; d

2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

c. Macet, apabila:

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM
kurang dari ketentuan yang berlaku;

2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan
diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawas
khusus ¢pecial surveillance) atau bank telah dikenakan
sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;

3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebaghki ba
dalam likuidasi; dan atau

4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bebipg
dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Ketentuan Pasal 25 huruf a diubah sehingga berlmamagai berikut:
Pasal 25

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:
a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimdiasaich Pasal 24
ayat (1) apabila pihak yang wajib melunasi tagibadalah bank lain;

atau
b. ketentua ...
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b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksudndaPasal 10

apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adaldhtde

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a diubah sehiR@sal 26 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 26

(1) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengam ¢gijopl kembali
ditetapkan berdasarkan kualitas dari pihak yang jumaénSurat
Berharga dengan janiji dibeli kembali.
(2) Kualitas dari pihak yang menjual Surat Berhargagdenjanji dibeli
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditatabp&rdasarkan:
a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimadalagn
Pasal 24 ayat (1) apabila pihak yang menjual SBeaharga
adalah bank lain; atau

b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksudr&asal 10
apabila pihak yang menjual Surat Berharga adal&hrbbank.

(3) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengam ¢opl kembali
dengan aset yang mendasari berupa SBI dan atau @tgtdpkan

memiliki kualitas Lancar.

Ketentuan Pasal 27 huruf a diubah sehingga PasdieBjunyi sebagai
berikut:
Pasal 27

Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan:

a. ketentua ...
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ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaidiareksud
dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak lawan tranga&unterparty)
adalah bank lain; atau

ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksudndaRasal 10

apabila pihak lawan transaksb(nterparty) adalah bukan bank.

11. Ketentuan Pasal 31 huruf a diubah sehingga PasdleBiunyi sebagai
berikut:

Pasal 31

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapheerdasarkan:

a.

ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaidiareksud
dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak lawan tresaga@unterparty)
Transaksi Rekening Administratif tersebut adalahkidain; atau

ketentuan penetapan kualitas Kredit sebagaimanakdunl dalam
Pasal 10 apabila pihak lawan transakebu(terparty) Transaksi

Rekening Administratif tersebut adalah debitur.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagéut:

Pasal 35

(1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atgsakstepembayaran

pokok dan atau bunga, untuk:

a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikiai getiap
Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proggigan jumlah
kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 fatoa juta
rupiah);

b. Kredit ...
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b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikiaih getiap

Bank kepada debitur Usaha Kecil dan Menengah (Ukdbtgan

jumlah:

1)

2)

Lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupsdmpai
dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rgdalyi

Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a)

b)

c)

memiliki  predikat penilaian kecukupan sistem
pengendalian risikor{sk control system) untuk risiko
kredit “sangat memadai’stf ong);

memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan
ketentuan yang berlaku; dan

memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank

paling kurang 3 (PK-3).

Lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rhapia

sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) bagi Bank yang yang memenuhi kriteria sabag
berikut:

a)

b)

memiliki  predikat penilaian kecukupan sistem
pengendalian risiko untuk risiko kredit “dapat
diandalkan” &cceptable);

memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan
ketentuan yang berlaku; dan

memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank

paling kurang 3 (PK-3);

c. Kredit ...
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Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitugalerokasi
kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengadahukarang
dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satamnupiah).

(2) Predikat penilaian kecukupan sistem pengendal&koriuntuk risiko

3)

(4)

kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tinghatsehatan Bank

yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit gdanyediaan dana

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hudiddsarkan pada

penilaian Bank Indonesia yang diberitahukan keddaak pada tiap

semester.

Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistemepeiadjan risiko
untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat koosd tingkat

kesehatan Bank dalam penilaian kualitas Kredit gmyediaan dana

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurudildkukan

sebagai berikut:

a.

penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana ianbulan
Januari sampai dengan Juni menggunakan predikataipan
kecukupan sistem pengendalian risiko untuk rigtkedit, rasio
KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank
selambat-lambatnya posisi bulan September; dan

penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana janoulan Juli
sampai dengan Desember menggunakan predikat m@enilai
kecukupan sistem pengendalian risiko untuk rigkedit, rasio
KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank

selambat-lambatnya posisi bulan Maret.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huyuf

tidak diberlakukan untuk Kredit dan penyediadana lainnyayang

diberikar ...



(5)
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diberikan kepada 1 (satu) debitur Usaha Kecil dam&hgah (UKM)
dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (limaugguta rupiah)
yang merupakan:

a. Kredit yang direstrukturisasi; dan atau

b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debituesarbBank.
Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a tetap dilakukan berdasarketenkuan dalam
Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.

Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikanardalprinsip
perkreditan yang sehat, Bank Indonesia dapat mekesta penilaian
kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bakkpada debitur
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagaimana dimaksuth ayat
(1) huruf b berdasarkan faktor penilaian sebagaanmthmaksud dalam
Pasal 10.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagéuit:

Pasal 46

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai penguttalagn pembentukan

PPA ditetapkan sebagai berikut:

a.

Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagandkbarsa efek di
Indonesia atau memiliki peringkat investasi dakatisecara gadai;
tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat detngé tanggungan;
mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanathikdaindengan
hak tanggungan;

pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di2é&gslua puluh)

meter kubik yang diikat dengan hipotek;

€. kendaraa ...
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e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat adusia; dan
atau

f.  resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atagjueksng.

14. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah sehingga Pa&sdledounyi sebagai
berikut:
Pasal 48

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai yamg dalam
pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagandgkdursa
efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasiling tinggi
sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yeangatat di
bursa efek pada akhir bulan;

b. tanah, gedung, rumah tinggal, mesin yang diangghpgai satu
kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laotlakaan
bermotor, persediaan, dan resi gudang, paling itsejgesar:

1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, ajpabil
penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bularktera

2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian, apgteiailaian
yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 12 (dua
belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapanspela
bulan;

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian, apgtelailaian
yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18a(olh
belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua pulyba®m

bulan;

4) 0% ...
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4) 0% (nol perseratus) dari penilaian, apabila pesmlayang
dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua Ipulu
empat) bulan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dép&tikan oleh
penilai independen sebagaimana dimaksud dalam RB&salat (7)
atau penilai intern Bank, sesuai ketentuan sebagwndimaksud
dalam Pasal 49.

(3) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apaldedapat

beberapa nilai dari penilai independen atau peimtarn.

Penjelasan Pasal 57 ayat (2) diubah sebagaimamantem dalam
Penjelasan, dan ketentuan Pasal 57 ayat (5) digkala, ditambah 1 (satu)
ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 57 berburaga berikut:

Pasal 57

(1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisagetdpkan sebagai
berikut:
a. setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yasgbelum
dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan dvacet;
b. kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelurtakdikan
restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatidruss atau
Kurang Lancar.
(2) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayatgpat:
a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggak#mse 3 (tiga)
kali periode pembayaran angsuran pokok dan atagebsacara
berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrusdsii Kredit;

atau

b. kembali...
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b. kembali sesuai dengan kualitas Kredit sebelum kdkan
Restrukturisasi Kredit atau kualitas yang seberaapabila lebih
buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksaldmd
Pasal 10 jika debitur tidak memenuhi kriteria daauasyarat-
syarat dalam perjanjian  Restrukturisasi  Kreditn datau
pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukungngan
analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimaraksud
dalam Pasal 56.

(3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok darbataga kurang
dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjahdar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan psgesepatnya
dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrugasi Kredit.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(2yatan ayat (3)
berlaku juga untuk restrukturisasi ulang terhadagdi.

(5) Kualitas tambahan Kredit sebagai bagian dari p&ettrukturisasi
Kredit ditetapkan sama dengan kualitas Kredit yadingstrukturisasi.

(6) Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasipsa dengan jumlah
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didasarktas ketepatan

pembayaran pokok dan/atau bunga.

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagé&ut:
Pasal 59

(1) Penilaian kualitas Kredit yang telah direstruktasiswajib dilakukan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud daémal 10
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penetapaalitds

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dah $8&huruf b.

(2) Penilaar ...
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(2) Penilaian kualitas Kredit yang tidak memenuhi kigelan atau syarat-
syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit gabmana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b wajib dilakukanuaesdengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

17. Penjelasan Pasal 60 diubah sebagaimana tercantlam daenjelasan
sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60

Penetapan kualitas Aktiva Produktif sebagaimanakismd dalam Pasal 5,

Pasal 6, dan Pasal 6A berlaku pula bagi Kredit yhrestrukturisasi.

18. Penjelasan Pasal 70 ayat (4) diubah sebagaimamantem dalam
penjelasan sehingga Pasal 70 berbunyi sebagauberik
Pasal 70

(1) Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat daakeérhadap
penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet.

(2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebgmgagediaan dana
(partial write off).

(3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagiaru aaluruh
penyediaan dana.

(4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana aselaag
dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan datangka

Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyedeskredit.

19. Ketentuan ayat (1) diubah sehingga Pasal 73 berlsebgpgai berikut:

Pasal 73..
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Pasal 73

(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketergebagaimana
diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasalsé) PaPasal 9, Pasal

13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 33 ay&48al 34, Pasal 37,

Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasakbd4dl #7, Pasal 49,

Pasal 50 ayat (2Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55,

Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasaké8l 1, Pasal 62,

Pasal 63, Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, Pasal 6@ B8, Pasal 70,

Pasal 71 dan Pasal 72 dapat dikenakan sanksi admatifiantara lain

berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bkrk d
daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham d
pengurus Bank,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-UndamgoiN7

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telalahdidbngan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat @pk Brang
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pdsalvalib
membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratugdagr Aktiva

dimaksud.

Pasal Il

Bank Indonesia dapat mengatur kembali ketentuaal Pasigka 1, angka 2, dan
angka 12 dengan memperhatikan perkembangan kopdigkonomian dan

perkembangan kinerja perbankan.
Pasal lll...
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Pasal Ill

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku ségaiggal 2 April 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelagngan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembdegara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR54



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/6/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BANK UMUM

UMUM

Sebagai suatu lembaga yang fungsi utamanya adatgiglmmpun dan
menyalurkan dana masyarakat, peran perbankan un@runjang pergerakan
sektor riil melalui pembiayaan sangat diharapkan.

Dalam melaksanakan pembiayaan dimaksud, bank petdp mengelola
eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadhaingga dapat meminimalkan
potensi kerugian dari penyediaan dana. Berkaitagate hal tersebut, penerapan
manajemen risiko kredit pada setiap tahapan peagediana, termasuk menjaga
kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan pengda@mpyang cukup, perlu
dilakukan secara efektif.

Dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan oézhapkan dan
melihat perkembangan kondisi yang terjadi dewagadipandang perlu untuk
memberikan keringanan sementara terhadap bebeetgatkan dalam penilaian
kualitas aktiva bank. Keringanan ini diharapkan alamembantu percepatan
pergerakan penyaluran dana ke sektor riil. Namumikian keringanan

ini diberikan dengan tetap memperhatikan fakterepapan prinsip kehati-hatian

dar ...
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dan manajemen risiko pada bank. Faktor-faktor bensentara lain sistem
pengendalian risiko untuk risiko kredit, pemenuhaasio kewajiban

penyediaan modal minimum, dan peringkat komposghkat kesehatan bank.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Angka 1
Pasal 6

Ayat (1)
Contoh 1:
Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepad
debitur A. Karena fasilitas diberikan kepada debytang
sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasiKteslit
tersebut, baik oleh Bank B maupun Bank C, wajibasam
Contoh 2:
Bank B dan Bank C masing-masing memberikan fasilita
Kredit kepada debitur D dan debitur E yang digunaka
untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek A.
Karena fasilitas diberikan kepada proyek yang saralka
kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kreditsedyut,
baik kepada debitur D oleh Bank B maupun kepada
debitur E oleh Bank C, wajib sama.

Ayat (2)
Huruf a

Batas jumlahl{mit) sebagaimana dimaksud dalam

pengatura ...
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pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh
fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap
debitur atau setiap proyek, baik untuk debitur
individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal
Aktiva Produktif digunakan untuk membiayai
proyek yang sama.
Aktiva Produktif yang diberikan oleh setidpank
dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debituu ata
1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh
kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank
lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan
jumlah  kurang dari atau sama dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Huruf b
Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur
terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar
Bank secara individual.
Batas jumlah I{mit) sebagaimana dimaksud dalam
pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh
fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap
debitur.
Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank dengan
jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debiturgyan

merupaka ...
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merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank
tersebut tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva
Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada
debitur atau proyek yang sama dengan jumlah
kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah).

Huruf ¢

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian Aktiva Produktif yang

diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan
bersama adalah struktur pembiayaan seperti
sindikasi.

Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap
Aktiva Produktif yang diberikan berdasarkan

perjanjian pembiayaan bersama tidak terdapat
batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aktiva
Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur
atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan
perjanjian pembiayaan bersama wajib ditetapkan
kualitas yang sama meskipun Aktiva Produktif yang
diberikan oleh setiap Bank kurang dari

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Contoh:

Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepad

debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-ngasin

Bank adalah sebagai berikut:

a.Dalan ...
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a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan

b. Kurang Lancar, pada Bank C

Karena Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu)

debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang difgtan

untuk Kredit kepada debitur A mengikuti kualitaselit

yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4)

Huruf a
Hasil penilaian kualitas Aktiva Produktif yang IBbi
rendah yang semata-mata disebabkan oleh
penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko
negara ¢ountry risk) Republik Indonesia, tidak
mempengaruhi hasil penilaian kualitas Aktiva
Produktif yang diberikan kepada debitur atau proyek
yang sama di Bank lain yang ditetapkan dengan
faktor penilaian sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Namun,
dalam hal kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan
dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko
negara ¢ountry risk) Republik Indonesia
memberikan hasil penilaian yang lebih baik
dibandingkan penilaian Aktiva Produktif yang
dinilai dengan faktor penilaian dalam Peraturan
Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian

Kualitas Aktiva Bank Umum, maka kualitas Aktiva

Produktif ...



Angka 2

Pasal 6A
Ayat (1)
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Produktif tetap mengikuti kualitas yang paling
rendah yaitu kualitas yang ditetapkan berdasarkan
faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia
tersebut.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor pmail
berupa prospek usaha, kinefjgrformance) debitur, dan
kemampuan membayar.

Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui
berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan
faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan peutzay
kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis dan gatat
tempo.

Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaiamkunt
penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka
kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetagcara

berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yangsam

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf k£ ...



Huruf b

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian pemisahan yang tegas
antara arus kas dari masing-masing proyek adalah
tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam
arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas digngga
signifikan antara lain apabila kelangsungan ars ka
suatu proyek akan terganggu secara signifikan

apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ayat (3)

Dokumentasi antara lain mencakup dokumen
pendukung yang menjelaskan kondisi debitur
sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas
yang sama dengan Bank lain. Dokumen pendukung
tersebut merupakan data atau informasi yang
mendukung penilaian dari aspek prospek usaha,
kinerja maupun kemampuan membayar debitur serta
pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian,
yang dapat berupa namun tidak terbatas pada

dokumen mengenai sumber dasaah flow.

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Avyat (1) ...



Ayat (1)
Penyesuaian penilaian kualitas Aktiva Produktif uknt
posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Dése
dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitéenbu
sebelumnya.
Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitasvakti
Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitaagy
lebih rendah di bank lain(Bank follower) perlu
menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Akt
Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya BaoKower
secara aktif melakukan monitoring setiap bulanadap
kualitas Aktiva Produktif yang ditatausahakan sacar
khusus tersebut untuk melihat perkembangan kualitas
Aktiva Produktif debitur atau proyek dimaksud dinBa
lain (Bankinitiator).
Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kugalita
debitur (Bankinitiator) dengan kualitas debitur yang sama
di Bank lain karena kualitas debitur tersebut sateau
lebih buruk dengan kualitas di Bank lain dan kerandi
kondisi debitur dimaksud membaik pada bulan
berikutnya, maka Bank dimaksud harus segera
memperbaiki kualitas debitur tersebut tanpa perlu
menunggu penilaian kualitas debitur di Bank lairsipio

akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
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Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Mar&ini,
September dan Desember, Banfollower dapat
melakukan perubahan kualitas kredit yang telah
disesuaikan karena penerapan UCS mengikuti pemaika
kualitas aktiva yang telah dilakukan penyesuaiagh ol
Bankinitiator, sepanjang kualitas tersebut memang sesuai
dengan kualitas aktiva di Bariédlower.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Dalam hal tanggal 13 (tiga belas) jatuh pada hidr)
informasi dan penjelasan tertulis tersebut disakapai
paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
Informasi dan penjelasan serta laporan hanya wajib
disampaikan apabila terdapat penilaian kualitasivakt
Produktif yang tidak disamakan dengan penilaiaBatik
lain

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 20
Ayat (1)

Huruf ¢ ...
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Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya
tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia dan tidak memiliki peringkat antara lain
adalah medium term notes dan pengambilalihan
wesel ekspor.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 24
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM)uses
dengan ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMMgyan
ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dategeri atau
otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri.
Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan pudblika
terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan @&ahk
Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otorjyasg
berwenang untuk bank di luar negeri. Apabila lapd@uangan
publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keaa
publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap nmti&i
KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku.

Yang...
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Yang dimaksud dengahinkage Program adalah kerja sama
antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BRRmM
menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro dan UsahalKec
Linkage Program dengan polaxecuting adalah pinjaman yang
diberikan dari Bank Umum kepada BPR dalam rangka
pembiayaan untuk diteruspinjamkan kepada nasabahals

Mikro dan Usaha Kecil.

Angka 8
Pasal 25
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 26
Ayat (1)
Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kaimb
(reverse repurchase agreement) adalah pembelian Surat
Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan
perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain
tersebut pada akhir periode dengan harga atau ambal
yang telah disepakati sebelumnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 1(...
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Angka 10

Pasal 27
Sesuai ketentuan yang berlaku, transaksi derivghg
diperkenankan adalah yang berkaitan dengan sukgabatau

valuta asing.
Angka 11

Pasal 31
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 35
Ayat (1)

Batas jumlah I{mit) sebagaimana dimaksud dalam

pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruhlifasi

yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atayek,

baik untuk debitur individual maupun Kelompok

Peminjam dalam hal Kredit dan penyediaan danayainn

digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Huruf a
Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya
adalah penerbitan jaminan dan atau pembukaan
letter of credit.
Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana
lainnya adalah semua jenis Kredit atau penyediaan
dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan

debitur.
Hurufb...
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Huruf b

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Definisi Usaha Kecil saat ini antara lain diatur

dalam Undang-Undang No0.9 tahun 1995 tentang

Usaha Kecil, yaitu usaha yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

c. milik Warga Negara Indonesia;

d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan vyang
dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha
menengah atau usaha besar;

e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan
usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan
usaha yang berbadan hukum, termasuk
koperasi.

Adapun definisi Usaha Menengah saat ini

antara lain diatur dalam Instruksi Presiden Ragubl

Indonesi: ...
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Indonesia No0.10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan

Usaha Menengah, yaitu usaha yang memenuhi

kriteria sebagai berikut:

a.

memiliki kekayaan bersih lebih besar dari
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah),
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha;

milik warga negara Indonesia;

berdiri sendiri dan bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, dan berafiliasi baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha besar;
berbentuk usaha orang perseorangan, badan
usaha yang tidak berbadan hukum dan atau

badan usaha yang berbadan hukum.

Angka 1)

Huruf a)
Kecukupan sistem pengendalian risiko
(risk control system) meliputi:
a. pengawasan aktif Komisaris dan
Direksi Bank;
b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan

penetapan limit;

c. kecukupa ...
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c. kecukupan identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan sistem informasi
manajemen risiko; dan

d. sistem pengendalian intern yang
komprehensif,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku mengenai

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum.

Secara umum, predikat penilaian

kecukupan sistem pengendalian risiko

untuk risiko kredit yang sangat memadai

(strong) dicerminkan melalui penerapan

seluruh komponen sistem pengendalian

risiko tersebut di atas terhadap seluruh
risiko kredit yang efektif untuk
memelihara kondisi internal Bank yang
sehat. Apabila terdapat kelemahan dalam
penerapan pengendalian intern,
kelemahan tersebut tidak bersifat
material terhadap risiko kredit dan dapat
segera dilakukan tindakan korektif
sehingga tidak menimbulkan pengaruh
yang signifikan terhadap kondisi Bank.
Huruf b)
Cukup Jelas.

Huruf c) ...
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Huruf c)

Angka 2)

Peringkat komposit adalah peringkat
komposit sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
mengenai Sistem Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum.

Huruf a)

Kecukupan sistem pengendalian risiko

(risk control system) meliputi:

a. pengawasan aktif Komisaris dan
Direksi Bank;

b. kecukupan kebijakan, prosedur dan
penetapan limit;

c. kecukupan identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan sistem informasi
manajemen risiko; dan

d. sistem pengendalian intern yang
komprehensif,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku mengenai

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum.

Secara umum, predikat penilaian

kecukupan sistem pengendalian risiko

untuk risiko kredit dapat diandalkan

(acceptable) ...
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(acceptable) dicerminkan melalui

penerapan seluruh  komponen sistem
pengendalian risiko tersebut di atas
terhadap seluruh risiko kredit yang
cukup efektif untuk memelihara kondisi
internal Bank yang sehat. Apabila
terdapat kelemahan dalam penerapan
pengendalian intern terhadap risiko
kredit, kelemahan tersebut tidak bersifat
material terhadap risiko kredit dan
apabila tidak segera dilakukan tindakan
korektif dapat menimbulkan pengaruh

yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Huruf c

Peringkat komposit adalah peringkat
komposit sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
mengenai Sistem Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum.

Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur

dengan lokasi kegiatan usaha berada di

daerah

tertentu adalah Kredit atau penyediaan

danalain dari Bank untuk investasi dan atau modal

kerje ...
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kerja di daerah tertentu yang menurut penilaian
Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus
untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah
yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah
penerbitan jaminan atau pembukaetter of credit.
Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan
dana lain akan diperhitungkan terhadap seluruh
fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baikukn
debitur individual maupun kelompok peminjam
yang diterima dari satu Bank.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur
terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar
Bank secara individual.
Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank dengan
jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debiturgyan

merupaka ...
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merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank
tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktif
yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau
proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau
sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah).
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 46

Huruf a
Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah
terdapat volume transaksi yang signifikan damjaw
(arms length transaction) di bursa efek di Indonesia
dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.
Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang
diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satwrtah
terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleimbaga
pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak teesetika
Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf b
Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus

sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalaatupn

perundan-undanga ...
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perundang-undangan yang berlaku, termasuk namak tid
terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank
memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf ¢
Pengikatan agunan secara hak tanggungan harusi sesua
dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk namak tid
terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank
memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.
Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin
yang berada diatasnya harus dicantumkan dengas jela
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Huruf d
Pengikatan agunan secara hipotek harus sesuai rdenga
ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk namun tidak tesbata
pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki ha
preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf e
Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai rlenga
ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk namun tidak tesbata
pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki ha

preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf f ...



Angka 14

Pasal 48

Angka 15

Pasal 57
Ayat (1)
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Huruf f

Yang dimaksud dengan resi gudang adalah resi gudang
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9
tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminag yan
dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan wang,
memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima
hak jaminan terhadap kreditor yang lain, sebaga@man
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006
tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyatadnlite
dari penilai independen atau penilai intern Bankngemai
taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari @gun
berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obydkiif relevan
menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku mnyang

ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yamgdreang.

Cukup jelas.

Avat (2) ...
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Ayat (2)
Peningkatan kualitas Kredit dari Kurang Lancar laany
dapat dilakukan apabila tidak terdapat tunggakéamse 3
(tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dao a
bunga secara berturut-turut sesuai dengan pemanjia
Restrukturisasi Kredit. Apabila periode dimaksudube
terpenuhi, kualitas Kredit tidak dapat ditingkatkan
meskipun debitur telah membayar satu atau dua Kali
angsuran.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Kredit yang direstrukturisasi mencakup Kredit kegpad
UKM maupun Non UKM.

Angka 16
Pasal 59
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 60
Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah

lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milygriah) tidak

dipengaruhi...
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dipengaruhi oleh kualitas Kredit yang diberikanhoRank lain
kepada debitur atau proyek yang sama dengan jukuedng
dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuilylar
rupiah).

Angka 18

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh
penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalama sat
perjanjian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan
penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentinga
transparansi kepada debitur.
Restrukturisasi Kredit dengan skema hapus tagitatzp
sebagian penyediaan dana hanya dapat dilakukark untu
Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tésgg
kualitas macet.
Penyelesaian  Kredit dapat dilakukan  melalui

pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh debitur.

Angka 1¢ ...
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Angka 19

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal Il

Cukup jelas.

Pasal Il

Cukup jelas.
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